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KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur, Tim Penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan
karunia yang berlimpah tiada henti sehingga tim penulis dapat
menyelesaikan buku dengan judul Ilmu Negara. Buku ini merupakan
kolaborasi dari berbagai Penulis di bidang hukum dari berbagai
perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dalam [lmu Hukum, salah satu
cabang utama yaitu [lmu Negara memiliki peran yang sangat strategis
dalam memberikan dasar-dasar keilmuan kenegaraan yang harus
dipahami baik oleh akademisi, praktisi di bidang hukum kenegaraan,
dan mahasiswa sehingga bisa memberikan arah dan pandangan
berpikir dalam dinamika perkembangan hukum yang ada di negara
kita tercinta sebagai pijakan kehidupan berbangsa dan bernegara
seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang
ada.

Buku dengan judul Ilmu Negara ini dapat digunakan sebagai
acuan dalam perkuliahan Ilmu Negara sebagai salah satu mata kuliah
wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum.
Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata
kuliah Ilmu Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu
semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa,
buku Ilmu Negara ini juga bisa dijadikan literatur oleh masyarakat
umum dalam memahami dan mendalami keilmuan hukum khususnya
[Imu Negara.

Buku ini terdiri dari 20 Bab yang terdiri dari Bab 1 Pengantar
[Imu Negara, Bab 2 Definisi dan Hakikat Negara, Bab 3 Perkembangan
Teori Asal Mula Negara, Bab 4 Unsur-unsur Negara, Bab 5 Teori Sifat
dan Fungsi Negara, Bab 6 Tipe-tipe Negara, Bab 7 Terjadinya Negara
Secara Primer dan Sekunder, Bab 8 Teori Terjadinya Negara, Bab 9
Teori Tujuan Negara, Bab 10 Teori Kedaulatan Rakyat, Bab 11 Teori
Kekuasaan Negara dan Pembenaran Negara, Bab 12 Bentuk Negara
dan Bentuk Kenegaraan, Bab 13 Hukum Pemerintahan dan Bentuk-
bentuk Pemerintahan, Bab 14 Teori Konstitusi, Bab 15 Teori
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Berakhirnya Negara, Bab 16 Teori Pembagian Kekuasaan Negara, Bab
17 Teori Perwakilan, Bab 18 Kekuasaan Negara, Bab 19 Negara
Hukum, dan Bab 20 Teori Kerjasama Antar Negara.

Tim Penulis memahami dan meyakini bahwa dinamika Ilmu
Hukum akan terus berkembang sehingga buku ini akan melengkapi
berbagai kajian dan literatur dalam mata kuliah Ilmu Negara. Akhir
kata Tim Penulis memohon maaf jika dalam penyusunan buku ini
terdapat kesalahan yang tentunya tidak lepas dari kelemahan Tim
Penulis sebagai manusia yang terus belajar.

Salam Hormat,

Tim Penulis
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BAB 1
PENGANTAR ILMU NEGARA

Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Pengertian Ilmu Negara

[lmu Negara, pada dasarnya, merupakan suatu disiplin ilmu yang
mempelajari struktur dan fungsi suatu negara. Meskipun Ilmu Negara
bersinggungan dengan berbagai ilmu lain, penting untuk menegaskan
posisinya sebagai bidang ilmu yang independen. Secara etimologis,
[Imu Negara terdiri dari dua kata, yaitu "ilmu" dan "Negara." Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kedua kata ini memiliki
tafsiran gramatikal yang berbeda. "Ilmu" diartikan sebagai
"pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis
menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menjelaskan
gejala tertentu di bidang pengetahuan.”" KBBI mendefinisikan ilmu
sebagai pengetahuan yang digunakan untuk menjelaskan suatu sistem
dengan metode tertentu.

Sementara itu, "Negara" dalam KBBI diartikan sebagai "organisasi
dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan
ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau
daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan
pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat
sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya." Dalam konteks ini,
negara diartikan sebagai suatu wilayah tertentu yang dihuni oleh
suatu kelompok yang dipimpin oleh seseorang yang diakui oleh
kelompok tersebut, dan bersama-sama memiliki tujuan bersama yang
akan dicapai. Dengan demikian, [Imu Negara membahas pengetahuan

Ibnu Sam Widodo




Pengantar Ilmu Negara

epistimologis dan aksiologi secara mendalam. Filsafat sangat
berperang penting untuk menemukan bagaimana tujuan negara ini
diarahkan berdasarkan hakekat-hakekat manusia yang ada.

7. Hubungan Ilmu Negara dan [lmu Pemerintahan

Dapat dikatakan bahwa suatu negara maka terdapat pemerintahan
yang sah didalamnya. Tentu hal ini menjadi suatu hal yang tak
terpisahkan bukan hanya [lmu Negara sebagai ilmu tunggal yang
menjadi dasar kehidupan berbangsa dan menjalankan
pemerintahan. Namun Ilmu Pemerintahan memiliki turut andil
yang besar. Suatu negara terbentuk terdapat peran tersendiri dari
pemerintahan. Untuk memahami dan mempelajari bagaimana
suatu pemerintahan yang dikuasai oleh penguasa yang sah ini perlu
adanya pendalaman yang mendalam oleh [lmu Pemerintahan. [lmu
Pemerintahan memberikan penjabaran yang lengkap bagaimana
suatu organisasi didalam suatu negara dapat menjalankan negara
berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh penguasa.

kksk kok kok kok ok
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BAB 2
DEFINISI DAN HAKIKAT
NEGARA

Erifendi Churniawan, S.H., M.H.
Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun

Pendahuluan

Negara merupakan elemen penting dalam sejarah umat manusia,
berkembang dari bentuk sederhana ke kompleks seperti saat ini. Ini
menjadi fokus kajian dalam berbagai disiplin ilmu, seperti hukum,
politik, ilmu negara, hukum kenegaraan, tata negara, administrasi
negara, dan administrasi pemerintahan. Meskipun definisi negara
sulit, para ahli seperti O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia
Leopold mendefinisikannya sebagai "masyarakat politik independen
yang menduduki wilayah tertentu, bersatu untuk melawan kekuatan
asing dan menjaga ketertiban internal." Mereka juga menyadari
bahwa negara modern melibatkan penanganan masalah sosial
kompleks melalui tindakan, pengawasan, dan regulasi. Negara
memerlukan agen atau organ untuk melaksanakan fungsi-fungsinya,
dan konstitusi negara mencakup penunjukan atau pembentukan
organ ini, serta hubungan mereka dengan warga negara swasta
(Asshiddiqie, 2020).

Ada 4 (empat) unsur inti dalam setiap negara, berdasarkan
Konvensi Montevideo 1993, yang mencakup penduduk, wilayah,
pemerintahan, dan kemampuan berhubungan dengan negara lain
(Sibuea, 2014). Unsur-unsur ini dapat dibagi menjadi yang riil dan
tidak riil, yang dapat diamati secara fisik dan yang bersifat subjektif.
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Kesimpulan

Definisi dan hakikat negara dalam konteks ilmu negara mencakup
pemahaman mendalam tentang karakteristik negara sebagai entitas
politik yang memiliki kedaulatan, peran dalam mengatur masyarakat,
dan tanggung jawab terhadap warganya. Sumber referensi seperti
buku dan artikel ilmiah dapat membantu dalam memahami konsep ini
dengan lebih baik.
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BAB 3
PERKEMBANGAN TEORI
ASAL MULA NEGARA

Dr. Tunggul Anshari Setia Negara, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Teori Asal Mula Negara
Sebuah negara bisa terbentuk karena latar belakang cerita sejarah
yang diiringi dengan banyaknya teori-teori yang berbeda. Proses yang
dilalui untuk bisa menjadi negara tidaklah mudah, membutuhkan
proses panjang dari setiap sejarah negara tentang terbentuknya
negara tersebut. Sehingga, dari banyaknya sejarah tersebut, kemudian
munculah berbagai teori tentang asal mula negara oleh para ahli
sejarah. Teori asal mula negara ini membahas tentang timbulnya
negara. Soehino menyampaikan bahwa membahas asal mula negara,
artinya menguraikan perpindahan keadaan manusia yang yang hidup
secara bebas dan belum teratur (in abstracto) ke keadaan bernegara,
atau situasi kehidupan manusia yang serba teratur (Soehino, 1986 ).
Selain itu, upaya mengetahui sisi perkembangan teori asal mula
negara melalui pendekatan teoritis dengan menggunakan kerangka
dugaan-dugaan yang logis berdasarkan sejarah dan berdasarkan atas
teori-teori dan hipotesis ilmu pengetahuan untuk melihat dan
menerangkan asal mula terjadinya negara. Sehingga, mempelajari dan
memahami teori asal mula negara bisa dilihat dari periodisasi
kesejarahan dari zaman Yunani, Romawi, Abad Pertengahan,
Renaissance (abad XVI), abad XVII dan abad XVIII.
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6. Teori Modern

Teori Modern menekankan pada fakta dan sudut pandang dari
masing-masing tokoh teori untuk mendapatkan kesimpulan
mengenai asal-usul, hakikat, dan bentuk negara yang berbeda bagi
setiap pembaca. Salah satu tokoh teori modern adalah Prof. Mr.
Kranenburg, yang menyatakan bahwa negara adalah suatu
organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh sekelompok manusia
yang memiliki kesadaran untuk mendirikan organisasi dengan
tujuan memelihara kepentingan kelompok tersebut (Suryana &
dkk, 2020).

Berdasarkan pandangan Prof. Mr. Kranenburg, yang utama
adalah bangsa, baru kemudian negara. Pernyataan ini didukung
dengan adanya istilah Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui
kerjasama internasional antar bangsa, meskipun anggotanya
adalah negara-negara di dunia ini. Di samping itu, terdapat tokoh
teori modern lainnya, yaitu Logemann, yang berpendapat bahwa
negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan
kelompok manusia yang disebut bangsa (Suryana & dkk., 2020).
Sehingga dapat diartikan bahwa yang utama dalam konteks ini
adalah negara yang diikuti oleh kekuasaannya untuk memaksakan
kehendaknya kepada setiap orang yang telah bersatu dalam
organisasi/negara tersebut. Terdapat perbedaan pendapat antara
Prof. Mr. Kranenburg dan Logeman, dimana Prof. Mr. Kranenburg
menyatakan bahwa bangsa menciptakan organisasi, sementara
menurut Logemann, organisasi dapat menciptakan bangsa.

Ernest Renan juga mengemukakan pendapatnya bahwa
bangsa adalah suatu entitas, suatu asas akal yang terbentuk karena
dua hal, yaitu rakyat harus bersama-sama dalam satu sejarah, dan
rakyat harus memiliki kemauan dan keinginan hidup bersama
(Loth, 1892). Menurut Renan, yang menjadi penentu negara
bukanlah jenis atau ras, agama, kesamaan kebutuhan, atau wilayah.

Berdasarkan wuraian di atas, terlihat bahwa organisasi
menentukan kelompoknya, menetapkan tujuannya, dan
menentukan cara mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu,
organisasi menguasai kelompok dan disebut organisasi kekuasaan.
Sedangkan kelompok yang bersatu karena penentuan organisasi,
disebut kelompok kekuasaan.
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BAB 4
UNSUR-UNSUR NEGARA

Amelia Ayu Pramitha, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Definisi dan Dasar Hukum
Negara merupakan organisasi yang berada di atas kelompok suatu
wilayah  yang sudah  mendapatkan  pengakuan  secara
kemerdekaannya dari negara lain serta memiliki kedaulatan. Sebuah
negara dapat dikatakan berdaulat apabila telah memenuhi unsur-
unsur negara. Secara umum kata unsur mengandung makna bagian-
bagian penting yang dapat membentuk satu kesatuan dalam negara.
Adapun pembahasan mengenai unsur-unsur negara sebagai

berikut:
Wilayah

Unsur
Konstitutif

Pemerintah yang
berdaulat

Unsur

Deklaratif Pengakuan dari
negara lain

(&

Gambar 4.1: Unsur-Unsur Negara

Sumber: Penulis, 2023
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prinsip democratically legitimated authority dan hak menentukan
nasib sendiri (right to self-determination) (Talmon, 2004).

Hubungan Antar Unsur

Hubungan antar unsur dapat dikategorikan menjadi dua (2) golongan

yaitu (Soetomo, [lmu Negara):

1. Hubungan Bersyarat
Bahwa unsur-unsur negara konstitutif harus dilengkapi dengan
unsur lainnya untuk dapat dikategorikan sebagai negara
(declaratory theory atau evidentiary theory). Mengacu bidang
hukum internasional yaitu pada konferensi Montevideo 1933
mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara disampaikan
bahwa akan mengakui sebuah negara apabila secara unsur
konstitutif atau mutlaknya sudah dipenuhi dan mendapatkan
pengakuan dari negara-negara lain.

2. Hubungan Mutlak
Bahwa dengan adanya unsur-unsur konstitutif pada sebuah
negara, maka negara tersebut sudah dianggap terbentuk negara.
Berdasarkan hukum internasional secara fakta, jika unsur negara
secara mutlaknya telah dipenuhi, maka negara tersebut harus
diakui secara internasional (constitutive theory).

skkskoskok skok skok
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BAB 5
TEORI SIFAT DAN FUNGSI
NEGARA

Suwandoko, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Sifat Negara
Teori sifat hakikat negara berdasarkan George Jellinek dalam (Rifai,
2010) dapat ditinjau pada dua aspek yakni sosiologis dan yuridis,
sebagai berikut:
1. Tinjauan Berdasarkan Aspek Sosiologis
Berdasarkan aspek sosiologis, tinjauan negara dilakukan secara
menyeluruh termasuk masyarakat. Selaras dengan teori
Aristoteles yang menyatakan bahwa negara sebagai sarana
menertibkan masyarakat. Menurut pandangan tersebut, sifat
hakikat negara sebagai organisasi kekuasaan atau dwang
organisatie.
2. Tinjauan Berdasarkan Aspek Yuridis
Berdasarkan aspek yuridis, tinjauan sifat hakikat negara
dilaksanakan dengan meninjau peraturan dan ketentuan yang
membentuk negara. Selaras dengan pendapat mengenai sifat
hakikat negara dari aspek yuridis diantaranya, yakni:
a. Negara sebagai objek hukum, bermakna negara sebagai sarana
untuk manusia mencapai tujuan;
b. Negara sebagai subjek hukum, negara memiliki kewenangan
sebagai pembentuk hukum atau undang-undang;
c. Negara sebagai penghalusan hukum, sifat negara ini bermakna
bahwa negara merupakan bentuk hasil perjanjian dengan

orang-orang yang membentuk organisasi.
Suwandoko




Teori Sifat dan Fungsi Negara

3. Fungsi kesejahteraan, yang dalam hal ini negara harus benar-benar
mengadakan pembangunan yang merata dalam segala dimensi
kehidupan, demi mewujudkan pembangunan yang adil dan
makmur berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

4. Fungsi keadilan yang dalam ini negara harus menegakkan keadilan
dengan menyelenggarakan sistem peradilan dan penegakkan
hukum yang bebas intervensi dari kekuasaan dengan segala
bentuknya, untuk menjamin hak keadilan dan melindungi warga
negaranya (Junaedi & Dimyati, 2020).

Fungsi negara di Indonesia yakni mewujudkan cita-cita negara
yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, berdaulat, adil, serta
makmur. Untuk mengejawantahkan fungsi negara di Indonesia perlu
dilandasi adanya tujuan nasional Negara Indonesia sebagaimana
termaktub pada alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
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BAB 6
TIPE-TIPE NEGARA

Mega Ayu Ningtyas., M.H.
Universitas Islam Negeri Surabaya

Pendahuluan

Tipe-tipe negara adalah penggolongan pada sebuah negara yang
memiliki ciri khas masing-masing negara. Tipe-tipe negara ini terbagi
menjadi dua golongan, yakni pertama golongan negara yang
berdasarkan sejarah, kedua golongan negara yang ditinjau dari segi
hukum (Hukum Online, n.d.). Golongan negara yang berdasarkan
sejarah pada klasifikasi terdapat 5 (lima) tipe negara sebagai berikut:
tipe negara timur purba, tipe negara yunani kuno, tipe negara romawi,
tipe negara abad pertengahan, dan tipe negara hukum (rechstaats)

Tipe Negara Timur Purba

Berdasarkan pendapat pakar ahli barat Tipe Negara Timur adalah
Tiranie dan Despotie (Huda, 2013). Hal ini menjadikan alasan yang
dikemukakan bahwa negara Timur Purba mendapat perintah dari
raja-raja yang berkuasa dan melakukan kesewenangan. Tindakan
sewenang-wenang seorang raja adalah karena adanya penyelewengan
atau disebut juga dengan nama tiranie.

Ciri khas dari Negara Timur Purba adalah suatu paham yang
berdasarkan keagamaan. Bisa dilihat dari segi pandang kekuasaan
Negara Timur Kuno adalah absolut, yakni pemerintahan oleh pararaja
yang berkuasa secara bebas atau memiliki kewenangan. Faktanya
raja-raja dari Negara Timur Purba sangat memiliki sikap bertanggung
jawab atas sikap baik dan buruk dari rakyatnya. Sikap atau ajaran raja
pada Negara Timur Purba ini sangat bertolak belakang dengan ajaran
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kehidupan masyarakat, dengan tujuan mencapai kebahagiaan di
dunia dan akhirat.
b. Negara Hukum Daulat Qanuniyah
Negara ini tunduk pada peraturan hukum yang terdapat dalam
Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
c. Negara Teo-Demokrasi
Negara ini berakar pada ajaran-ajaran Allah dan RasulNya,
dengan prinsip dasar musyawarah sebagai landasannya.
d. Negara Islam Darul Islam
Istilah ini digunakan dalam kitab-kitab fiqih untuk membedakan
negara Islam dengan yang bukan negara Islam. Ini mencakup
negara sahabat atau negara perjanjian (Darul 'Ahdi) dan negara
perang atau negara musuh (Darul Harbi), yang membahas
hubungan antara negara-negara tersebut (M. Zamroni, 2022).
. Tipe Negara Hukum di Indonesia
Tipe Negara Hukum di Indonesia adalah negara yang memiliki
prinsip “the rule of law, not of man”. Memiliki makna pemerintahan
pada pokoknya adalah sebagai system (Jimly Asshiddiqie, 2012).
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa Negara
Indonesia adalah negara hukum, hal ini berhubungan dengan
konsekuensi hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau
landasan dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan
hukum untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara (Moh. Mahfud MD, 2009).

Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan yang berbunyi:
“Negara Indonesia berdasar atas hukum rechtsstaat tidak berdasar
atas kekuasaan belaka machtsstaat”. Demikian pula dengan
kekuasaan kehakiman yang mandiri diangkat dari penjelasan
menjadi muatan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1). Ini yang dinamakan
konsep negara Hukum Indonesia (M. Zamroni, 2022).
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TERJADINYA NEGARA
SECARA PRIMER DAN
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Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Pendahuluan

Negara adalah organisasi pemerintahan yang terdiri dari otoritas
berdaulat yang menetapkan dan menjaga ketertiban di antara
penduduk di wilayah tertentu. Selain itu, negara juga mencakup suatu
wilayah yang diatur oleh suatu sistem atau seperangkat peraturan
yang berlaku secara universal untuk semua penduduk di wilayah
tersebut. Didirikan secara otonom, tujuan utamanya adalah
memajukan perilaku etis. Berbagai pihak berwenang, termasuk Prof
Soenarko dan R. Djoko Soetono, memiliki pendapat yang berbeda
mengenai negara; namun, pada intinya, negara berfungsi sebagai
struktur kekuasaan regional (Sari, 2015).

Seperti yang dinyatakan oleh Prof Soenarko, negara dapat
didefinisikan sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki
wilayah tertentu yang menjalankan kekuasaan berdaulat secara
keseluruhan. R. Djoko Soetono menyatakan bahwa negara dapat
didefinisikan sebagai organisasi manusia atau federasi individu yang
beroperasi di bawah otoritas pemerintahan yang sama. Kamus Besar
Bahasa Indonesia mendefinisikan negara sebagai otoritas tertinggi
yang sah di suatu wilayah tertentu, yang diperintah oleh rakyatnya

(Zamzami et al., 2021).
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pengesahan atau pengakuan dari negara-negara atau komunitas
global. Selain itu, deklarasi berfungsi sebagai mekanisme untuk
menegaskan secara formal kedaulatan dan kemerdekaan negara yang
baru didirikan. Jenis kemerdekaan ini memiliki dimensi eksternal dan
internal (Sabon, 2019).

Teori ini menawarkan sudut pandang yang menggugah
pemikiran di mana keberadaan sebuah negara bergantung pada
perolehan pengakuan internasional, yang tidak terbatas pada tingkat
nasional saja, tetapi juga mencakup entitas internasional.
Mendeklarasikan keberadaannya merupakan prasyarat untuk
mendapatkan sanksi atau pengakuan dari negara lain atau komunitas
internasional atas nama negara yang baru terbentuk. Pada saat
kemerdekaannya, Indonesia, misalnya, mengeluarkan proklamasi
sebagai deklarasi. Proklamasi ini berfungsi sebagai mekanisme untuk
memberitahukan kepada negara-negara dan komunitas global
tentang kemunculan Indonesia yang telah merdeka secara internal
dan eksternal. Setelah proklamasi kemerdekaan, Mesir dan Arab Saudi
termasuk di antara negara-negara yang mengakui kedaulatan
Indonesia.
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BAB 8
TEORI-TEORI TERJADINYA
NEGARA

Mardania Gazali, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Khairun

Pendahuluan

Negara tidak hanya sekedar wilayah dengan batas-batas geografis,
namun juga sebuah bangunan konstruksi sosial yang berkembang
seiring berjalannya waktu. Untuk memahami esensi negara, kita perlu
menyelami akar pemikiran di balik teori-teori terjadinya negara. Di
bab ini kita akan membahas perjalanan melintasi teori-teori yang
membentuk fondasi pemahaman kita tentang negara.

Teori Hukum Alam

Teori Hukum Alam memberikan fokus pada konsep hukum alam
sebagai asal mula terbentuknya negara. Hukum alam ini lahir secara
alamiah dan berakar pada kondisi alam. Karakteristik abstrak dan
universal dari hukum alam menjadikannya lebih alamiah karena tidak
dibentuk oleh kekuasaan (Muhtada & Diniyanto, 2018).

Salah satu tokoh terkenal dalam teori hukum alam adalah Hugo
de Groot (Grotius), seorang filsuf Belanda. Grotius menyatakan bahwa
sebelum adanya negara, kehidupan masyarakat pada suku-suku
primitif sangat kacau. Ini disebabkan oleh kebebasan setiap individu
untuk bertindak sesuai keinginannya, sehingga keadaan menjadi tidak
teratur. Grotius mengungkapkan pendapatnya dengan mengatakan:
"Negara muncul melalui suatu persetujuan, karena tanpa negara,
seseorang tidak dapat melindungi dirinya dengan memadai. Dari
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merdeka, baik di dalam maupun di luar wilayahnya. Setelah
melakukan proklamasi, negara Indonesia mendapatkan pengakuan
dari negara-negara lain, seperti Mesir, Arab Saudi, dan lainnya
(Muhtada & Diniyanto, 2018).
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BAB 9
TEORI TUJUAN NEGARA
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Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Pendahuluan

Setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda, dan pada dasarnya
tujuan pembentukan suatu negara timbul karena adanya persamaan
pandangan tujuan hidup yang tumbuh berkembang pada masyarakat
di suatu negara. Secara teoritis tujuan pembentukan negara terdapat
beberapa pandangan filsuf tentang teori tujuan negara, dan secara
garis besar dapat dikelompokan ke dalam dua golongan besar yaitu
golongan Teori Tua yang dipolopori oleh Lord Shang, Niccol
Machiavelli, dan golongan Teori Modern dipelopori oleh Imanuel
Kant, Jacobsen dan Lipman, dan juga dipelopori oleh |. Barents.

Teori Tujuan Negara Berdasarkan Kelompok Teori Tua
1. Teori Tujuan Negara Menurut Lord Shang
Lord Shang adalah seorang Perdana Menteri di pemerintahan
Tiongkok yang berasal dari wilayah yang disebut "Yang." Ia dikenal
atas teorinya yang dikenal sebagai "Teori Shang Yang," dan hasil
karyanya terkenal dalam buku berjudul "A Classical of the Chinese
School of Law," yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai karya
yang penting. Salah satu aspek dari pandangan Lord Shang tentang
tujuan negara dijelaskan oleh Profesor Denyvendak dalam
bukunya yang berjudul "Book Lord of Shang."
Lord Shang berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk
memiliki pemerintahan yang memiliki kekuasaan penuh atas
rakyat dengan cara melemahkan dan mengurangi kecerdasan
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BAB 10
TEORI KEDAULATAN

Anik Iftitah, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Pendahuluan
Kedaulatan merujuk pada istilah yang digunakan dalam kerangka
kekuasaan dalam konteks hukum. Kata "kedaulatan" sendiri diambil
dari bahasa Inggris dan Jerman, yakni "sovereignty" atau
"souvereiniteit," yang mengacu pada gagasan tentang kekuasaan
tertinggi. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara
untuk membuat dan menjalankan undang-undang dengan berbagai
cara, termasuk penggunaan kekuatan bila diperlukan. Negara
memiliki otoritas utama untuk memastikan bahwa semua warganya
mematuhi peraturan yang telah ditetapkan (kedaulatan internal).
Selain itu, negara juga harus dapat menjaga kemerdekaannya dari
ancaman negara-negara lain dan mempertahankan integritasnya
(kedaulatan eksternal) (Kusriyah, 2017a). Negara yang tidak
mempunyai kedaulatan tidak mungkin bisa mengelola rumah
tangganya dengan menggunakan konsep yang dirancang sendiri (Said,
2013).

Menurut penjelasan Austin Ranney dalam bukunya "Governing:
An Introduction to Political Science", ia membahas teori kedaulatan
negara yang diperkenalkan oleh Jean Bodin dan George Jellinek. Teori
ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada negara, yang
mengatur kehidupan masyarakat. Negara yang memiliki kedaulatan
memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi terutama anggota
masyarakat yang berada dalam posisi rentan. Dalam konteks ini, teori
kedaulatan negara akan efektif jika didukung oleh prinsip
pengayoman dan perlindungan (Ranney, 1996).




Teori Kedaulatan

dalam suatu negara. Dalam pandangan ini, baik raja atau penguasa,
rakyat, bahkan negara itu sendiri, semuanya tunduk kepada hukum.
Hukum memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan muncul dari
kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum dianggap
sebagai produk masyarakat dan negara juga harus tunduk kepada
hukum. Sebagai konsekuensinya, hukum dinyatakan lebih tinggi
daripada negara. Ini adalah dasar pemikiran dari doktrin kedaulatan
hukum (Isharyanto, 2016).

Namun, teori kedaulatan hukum juga memiliki kelemahan dalam
argumen dasarnya. Argumen bahwa hukum bersumber dari
kesadaran hukum masyarakat memiliki kelemahan dalam hal
pembenaran hukum yang berdaulat. Pertanyaan muncul mengenai
perasaan hukum atau kesadaran hukum mana yang menjadi dasar
pembenaran hukum yang berdaulat, mengingat masyarakat terdiri
dari berbagai golongan dengan perasaan hukum yang mungkin
berbeda. Sebagaimana dikemukakan oleh Kranenburg, pandangan
bahwa perasaan hukum adalah kelanjutan dari perasaan egois
seseorang dapat menjadi kritik terhadap pandangan ini. Dalam
konteks tersebut, Azhari mengutip Kranenburg dan Duguit yang
mendukung pandangan bahwa perasaan hukum.

* % K Kok kK
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BAB 11
TEORI KEKUASAAN NEGARA
DAN PEMBENARAN NEGARA

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Kekuasaan Negara
Kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi
perilaku pelaku lain sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan
keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan (Kusriyah, 2017).
Dalam konteks hubungan sosial, kekuasaan merujuk pada suatu relasi
di mana individu atau kelompok memiliki kemampuan untuk
mengarahkan tindakan individu atau kelompok lain menuju tujuan
yang diinginkan oleh pihak pertama (Budiarjo, 1998). Menurut Talcott
Parsons, "kekuasaan adalah kemampuan untuk memastikan
pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan-
kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban dianggap
sah jika terkait dengan tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan,
pemaksaan melalui sanksi negatif dianggap wajar, tanpa memandang
siapa pelaku pemaksaan tersebut” (Budiardjo, 2008). Kekuasaan tidak
dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kekuatan, yang hanya dapat
diberikan oleh solidaritas dan kelompok yang selalu mendukungnya.
Meskipun kekuasaan memiliki aspek negatif, terutama jika dipegang
oleh mereka yang mengabaikan nilai-nilai moral yang menjadi
dasarnya, aspek positifnya jauh lebih dominan.

Ada beberapa konsep yang terkait erat dengan kekuasaan, seperti
otoritas, wewenang, dan legitimasi atau keabsahan (Budiardjo, 2008).
Sebagai ciri khas suatu negara, kekuasaannya memiliki wewenang.
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Dengan demikian, berbagai teori ini memberikan sudut pandang
yang beragam terkait pembenaran tindakan penguasa dan legitimasi
kekuasaan negara. Hukum hadir dengan tujuan memberikan batasan
dan menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam batasannya, guna
mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan bukan sekadar
kewenangan semata, tetapi dalam konteks kekuasaan, terdapat
kewenangan yang hadir secara vertikal, horizontal, maupun yang
timbul atas dasar hukum. Dalam melihat kekuasaan, perlu
diperhatikan dua perspektif utama, yaitu formal dan material. Dari
sudut pandang formal, setiap bentuk kekuasaan harus memiliki dasar
atau prosedur tertentu yang harus diikuti dalam pengambilan
tindakan agar dianggap sah (Daulat Nathanael Banjarnahor, 2021).
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BAB 12
BENTUK NEGARA DAN
BENTUK KENEGARAAN

Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta

Pendahuluan

Eksistensi suatu negara memiliki korelasi yang erat dengan unsur-
unsur yang membentuk negara tersebut. Secara sederhana,
berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 ada 4 (empat) komponen
pembentuk negara, yaitu wilayah, penduduk, pemerintahan dan
kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.
Sedangkan, menurut pendapat dari para pakar, komponen pembentuk
negara terdiri dari wilayah, populasi, pemerintahan dan kedaulatan
(Jimly Asshiddigie, 2006). Negara mempunyai arti yang sangat
fundamental dalam berbagai segi kehidupan manusia, seperti
memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya, membentuk
peraturan perundang-undangan dengan tujuan menciptakan
ketertiban, rasa aman dan keadilan dalam masyarakat,
menyelenggarakan pelayanan publik dalam bidang pendidikan,
kesehatan, permukiman, dan sebagainya.

Selain itu, kehadiran negara juga tidak bisa dipisahkan dari tujuan
pembentukan negara itu sendiri. Menurut Plato misalnya, tujuan
pembentukan negara adalah untuk mencukupi seluruh kebutuhan
masyarakatnya, yang mana kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi
secara pribadi sehingga memerlukan negara untuk mewujudkannya.
Senada dengan itu, Aristoteles berpendapat bahwa tujuan
pembentukan suatu negara ialah melaksanakan kehidupan yang baik
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sebelumnya dikenal sebagai Liga Bangsa-Bangsa (LBB). LBB
yang didikan pada tahun 1920 dibubarkan karena gagal
mencapai tujuan yang diinginkan sebab pengkhianatan
anggotanya. Pada 26 Juni 1945, akhirnya didirikan organisasi
baru di Kota San Fransisco dan bermarkas di Kota New York dan
menyetujui Piagam Bangsa-Bangsa, di mana delegasi dari 50
negara menyetujui piagam tersebut. Selanjutnya, secara resmi
pada 24 Oktober 1945, piagam PBB mulai berlaku dan
diratifikasi oleh sejumlah negara, yaitu Inggris, Cina, Prancis,
Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Indonesia sendiri baru diterima
sebagai anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950.
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BAB 13
HUKUM PEMERINTAHAN
DAN BENTUK-BENTUK
PEMERINTAHAN

Muhamad Abas, S.H., M.H.
Universitas Buana Perjuangan Karawang

Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Pemerintahan

Hukum pemerintahan merupakan salah satu cabang ilmu kenegaraan
yang mengkaji tentang organisasi dan kegiatan pemerintahan, serta
wewenang dan tugas berbagai lembaga negara. [lmu ini berkaitan
dengan norma-norma yang mengatur penggunaan wewenang
pemerintahan di suatu negara. Hukum pemerintahan merupakan
bagian dari ilmu hukum yang mencakup hukum-hukum mengenai
tingkah laku dan penyelenggaraan negara, serta tuntutan masyarakat
dan interaksi antara keduanya (Sunarso & SH, 2023).

Hukum Pemerintahan atau sering disebut Hukum Administrasi
Negara, berasal dari kata Belanda Administratieefrecht. Kenyataannya,
dalam warisan hukum Eropa Kontinental, istilah "bestuursrecht" dan
"administratief recht" digunakan secara bergantian. Namun, frasa
“hukum administratif” hanya digunakan dalam sistem hukum Anglo
Saxon. Namun demikian, hingga saat ini belum ada keseragaman
penggunaan terminologi yang berasal dari kedua konsep tersebut,
baik bestuursrecht maupun administratief recht di Indonesia. Ada
golongan yang menggunakan kata “Hukum Pemerintahan, Hukum
Administrasi Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum
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Dalam praktiknya, Majelis melakukan pembentukan undang-
undang yang tertinggi dengan partisipasi langsung semua warga
negara. Konsul, sebagai badan eksekutif, memiliki peran penting
dalam menyiapkan agenda Majelis dan menjalankan urusan
pemerintahan sehari-hari. Mahkamah berfungsi sebagai badan
peradilan yang menilai keputusan-keputusan dan dapat menolak
keputusan organ eksekutif dan legislatif.

Selain ketiga organ utama, ada juga Dewan Jenderal yang
mengurus masalah-masalah militer dan fungsi lainnya. Meskipun
jumlah anggota Dewan Jenderal kecil, mereka memiliki peran
penting dalam memimpin kebijakan negara. Pengorganisasian
kekuasaan ini mencerminkan sistem desentralisasi kekuasaan
dalam negara republik Athena.

Dalam konteks zaman modern, prinsip desentralisasi
kekuasaan masih diterapkan dalam negara republik seperti
Indonesia. Sistem ini didasarkan pada doktrin pemisahan
kekuasaan yang diakui oleh Trias Politika Montesquieu.
Contohnya, dalam ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan tidak
terpusat pada satu lembaga atau individu, melainkan
didistribusikan kepada berbagai lembaga negara, menjadikannya
negara demokratis dengan sistem desentralisasi kekuasaan yang
berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, tidak ada
lembaga negara yang memiliki monopoli kekuasaan dalam
struktur ketatanegaraan Indonesia (Sibuea, 2014).
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Definisi Konstitusi

[stilah "konstitusi" telah ada sejak zaman Yunani, tetapi pada awalnya,
konstitusi diartikan secara materiil karena belum terdapat teks
tertulis yang mengaturnya. Ini tercermin dalam pemahaman
Aristoteles mengenai perbedaan antara politea dan nomoi. Politea
diartikan sebagai konstitusi, sementara nomoi merujuk pada hukum
biasa. Ada perbedaan signifikan antara keduanya, yaitu politea
memiliki kekuatan lebih besar karena mampu membentuk, sedangkan
nomoi tidak memiliki kekuatan dan hanya bersifat materiil untuk
menjaga ketertiban. Dalam sejarah Yunani, istilah "konstitusi" dan
"resblica constituere" sangat terkait. Ungkapan "prinsep legibus solutus
est, salus publica supreme lex" berasal dari konsep ini, menyatakan
bahwa sebagai pembuat undang-undang tunggal, raja memiliki
kewenangan untuk menetapkan struktur dan kerangka negara.

Kata "konstitusi” berasal dari Perancis dan diambil dari kata kerja
"constituer" yang berarti membentuk. Dalam konteks ini,
"pembentukan” merujuk pada pendirian suatu negara. Penggunaan
istilah "konstitusi" menjadi penting karena semua peraturan nasional
bermula dari konstitusi. Istilah ini muncul karena teori
ketatanegaraan sebagai ilmu sosial pertama kali dibahas di Perancis.
Tidak mengherankan bahwa persoalan konstitusional sering muncul
di Indonesia. Sebelum Republik Keempat (1946), Prancis memiliki dua
belas jenis konstitusi yang berbeda. Konstitusi Prancis dianggap
paling komprehensif karena mencakup beberapa komponen,
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Pendahuluan

Pada bagian sebelumnya, kita telah diajarkan mengenai proses
pembentukan suatu negara, yang merupakan langkah penting dalam
perjalanan perkembangan sebuah entitas politik. Meskipun demikian,
setelah mencapai tahap keberadaan sebagai negara yang mapan, perlu
diingat bahwa bahkan negara yang sudah eksis memiliki potensi
ancaman yang dapat mengubahnya menjadi negara yang tidak
berhasil atau gagal dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Kata-kata berakhirnya sebuah negara merujuk pada sebuah
situasi dimana sebuah negara, sebagai entitas politik dan geografis,
mengalami kejatuhan atau berakhir secara signifikan. Istilah ini telah
menjadi fokus perhatian dalam sejarah dan ilmu politik, karena
berakhirnya negara telah berdampak signifikan pada perkembangan
geopolitik dunia, perubahan sosial, dan tata kelola pemerintahan.
Negara gagal seringkali dikaitkan dengan berakhirnya sebuah negara.
Namun kedua sebutan tersebut adalah berbeda walaupun saling
berhubungan. Negara gagal merujuk pada sebuah kondisi dimana
suatu negara tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi dasar
pemerintahan dengan efektif, termasuk menjaga keamanan,
menyediakan layanan dasar untuk warganya, dan menjalankan
administrasi publik. Negara gagal ini bisa saja secara fisik masih
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Pendahuluan

Pembagian kekuasaan (scheiding van machten) sebagaimana
diungkapkan oleh Frederich Julius Stahl merupakan salah satu unsur
yang ada di dalam negara hukum (rechtsstaat), di samping tiga unsur
lainnya yaitu unsur perlindungan hak asasi manusia (grondrechten),
pemerintahan berdasarkan undang-undang (wetmatigheid van
bestuur), dan pengadilan administrasi (administratieve rechtspraak)
(Atmadja et al., 2015). Adapun ide mengenai pembagian kekuasaan
pada prinsipnya hadir sebagai antitesa terhadap eksistensi bentuk
pemerintahan yang penyelenggaraan kekuasaan negara hanya
dipegang oleh satu orang saja yaitu Raja, dengan maksud perlu adanya
suatu pembatasan kekuasaan. Sebab implikasi dari terkonsentrasinya
kekuasaan negara yang berada di tangan Raja tersebut, pada
praktiknya mencerminkan kekuasaan yang bersifat absolut (absolute
power) (Isra, 2018). Adapun suatu kekuasaan yang absolut pada
faktanya kemudian menciptakan adanya berbagai macam bentuk
penyimpangan dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang pernah
dikatakan oleh Lord Acton, bahwasanya “Power tends to corrupt,
absolute power corrupt absolutely.” (Kekuasaan itu mempunyai
kecenderungan untuk korup atau menyimpang, dan suatu kekuasaan
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optimalisasi peran dari seluruh tingkatan pemerintahan (pada negara
kesatuan) dan sinergi antara pemerintah federal dan pemerintah
negara bagian (pada negara federal).

Penutup

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep pembagian kekuasaan
negara, baik secara horizontal maupun secara vertikal, pada
prinsipnya bahwa kekuasaan tidak boleh berpusat hanya pada satu
cabang kekuasaan atau hanya pada pemerintah pusat atau pada
pemerintah federal saja. Adapun konsep pembagian kekuasaan,
dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan
atau kesewenang-wenangan. Untuk mewujudkan pembagian
kekuasaan yang efektif, maka peran dari konstitusi dan peraturan
perundang-undangan menjadi sangat penting dalam mengatur
pembagian kekuasaan antar-cabang kekuasaan termasuk mekanisme
check and balances. Selain itu untuk mengatur secara jelas hubungan
antar-tingkatan pemerintahan (negara kesatuan) dan hubungan
antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian (negara
federal).

kksk kok ok kok ok
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Pendahuluan

Prinsip perwakilan adalah prinsip penting dalam sistem politik di
banyak negara. Hal ini memastikan bahwa pendapat rakyat didengar
dan dipertimbangkan saat membuat keputusan politik. Sesuai dengan
teori representasi, perwakilan dan konstituen memiliki hubungan
yang erat, di mana yang terakhir bertugas membawa tujuan dan
kepentingan yang pertama ke meja politik. Kita tidak bisa
meremehkan pentingnya teori representasi ketika mengkaji sistem
politik modern. Ini adalah ide fundamental yang mempengaruhi dan
mengarahkan pemerintah untuk beroperasi di berbagai negara.
Dengan memahami teori representasi, kita dapat lebih memahami
dinamika politik yang mendasarinya dan menemukan strategi untuk
menjamin bahwa representasi politik berfungsi dengan cara yang adil,
terbuka, dan inklusif.

Asal Usul dan Sejarah Teori Perwakilan

Konsepsi awal tentang perwakilan politik memiliki akar sejarah yang
dalam dan berasal dari era Yunani Kuno, yang dianggap sebagai
periode prototipe demokrasi kontemporer (Marlina, 2018). Gagasan
representasi pertama kali muncul dalam bentuk partisipasi publik
yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik yang
dimungkinkan oleh lembaga-lembaga seperti majelis rakyat Athena,
eklesia (Tahir, 2023). Warga negara dalam sistem ini berhak memilih
perwakilan untuk mewakili diri mereka sendiri dalam politik. Strategi
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mengurangi berbagai sudut pandang dalam pengambilan
keputusan dan mengintensifkan polarisasi politik. Terkadang,
seluk-beluk dan perbedaan pendapat politik dapat diabaikan atau
dihilangkan ketika hanya ada dua partai besar. Hal ini dapat
menghambat proses demokrasi yang bebas dan adil yang
memungkinkan presentasi dan pertimbangan banyak perspektif
(Bainus & Rachman, 2017).

Paradigma representasi tradisional, yang menekankan
pentingnya mempertahankan sistem representasi di bawah
tinjauan dan perbaikan konstan, dikritik. Ini melibatkan pemikiran
tentang bagaimana menjamin bahwa berbagai kelompok dan sudut
pandang diwakili secara akurat dan bagaimana mengurangi
distorsi representasional (Riswandi, 2020).

Adopsi sistem proporsional, di mana partai-partai minoritas
memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan
perwakilan yang lebih kuat, adalah salah satu pengganti untuk
mempertimbangkan hal ini. Memahami kritik ini memfasilitasi
identifikasi jalan potensial untuk peningkatan sistemik untuk
mencapai representasi politik yang lebih efektif dan komprehensif.
Masyarakat dapat menjamin bahwa kepentingan semua kelompok,
baik besar maupun kecil, diakui dan terwakili secara adil dalam
proses politik dengan secara konsisten berusaha untuk
meningkatkan sistem perwakilan.

Kesimpulan

Berbagai konteks politik dan darurat menunjukkan pentingnya teori
representasi dalam seni negara. Pada saat perselisihan atau Kkrisis
politik, sistem perwakilan membantu pemulihan hubungan dan
pemulihan stabilitas politik. Sangat penting untuk memahami teori
representasi untuk memahami dasar-dasar institusi politik dan
alokasi kekuasaan dalam masyarakat. Untuk lebih memenuhi
persyaratan populasi umum, ia juga menyediakan cara untuk
memperkuat perwakilan politik.
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Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Prinsip Dasar dan Teori tentang Kekuasaan Negara
Kekuatan dan kekuasaan selalu melengkapi negara, untuk
menggerakkan suatu tujuan, mempertahankan serta mengembangkan
negara, maka fondasi kuat menjadi penting untuk tercapainya tujuan
negara tersebut, diperlukan alat bantu berupa kedaulatan dan
kekuasaan. Kekuasaan negara menjadi tujuan utama dan menjadi
tolak ukur dari keberhasilan negara, yang apabila dikelola dengan apik
sesuai kaidah dan norma pergaulan masyarakat dunia, maka akan
mencerminkan berbagai gagasan negara dengan makna berkeadilan.

Berbicara mengenai kekuasaan negara, pastilah selalu memiliki
tujuan utama yaitu mencapai cita-cita negara, yaitu menerapkan
ideologi, dan dengan kekuasaan tersebut maka akan dicari jalan
mudah dalam mengelola negara. Konstitusi menjadi aturan dasar
dalam pengelolaan negara ini. Dalam pengelolaan negara ini pula
penting untuk diterapkan berbagai teori klasik hingga modern dalam
menata dan mempertahankan kehidupan negara.

Sepanjang perkembangan sejarah kenegaraan sejak zaman
dahulu sampai dengan sekarang, tujuan dari negara tidak pernah
sama dan tetap. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tujuan negara yang
berbeda-beda. Salah satu pendapat yang terkenal adalah dari Menteri
dari Kerajaan Tiongkok bernama Shang Yang. Menurutnya, tujuan
negara adalah membentuk kekuasaan. Dalam teorinya, untuk
membentuk kekuasaan, ia akan membuat pembeda yang jauh antara
negara dengan rakyat. la juga berpendapat bahwa jika ingin membuat
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negara kuat, maka negara harus kuat dan memiliki sifat mutlak. Salah
satu caranya adalah dengan membuat rakyatnya lemah, miskin dan
tidak berdaya. Sebaliknya jika hendak membuat suatu negara lemabh,
maka rakyatnya haruslah kuat dan makmur.

Shang Yang juga mengatakan bahwa untuk membuat suatu
negara kuat, maka tentara negara tersebut haruslah kuat, sederhana
dan sanggup menghadapi segala marabahaya. Menurutnya,
kebudayaan yang ada dan berkembang ditengah-tengah masyarakat
akan melemahkan masyarakat itu sendiri. Kebudayaan akan
menyebabkan seseorang tidak ingin berperang dan tidak berani mati
karena telah memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, untuk
membuat negara kuat, rakyatnya haruslah dibuat lemah. Tentu saja
ajaran ini bersifat kontradiktif dengan menganggap kebudayaan,
moral dan ilmu pengetahuan itu sangat berharga sekali
keberadaannya. Keberadaan moral dan ilmu pengetahuan dianggap
sebagai "penyakit yang berbahaya” bagi rakyat. Namun apabila
melihat lebih lanjut mengenai latar belakang dari ajaran dan
kehidupan hidup pada saat itu, maka orang akan membenarkan ajaran
ini karena pada waktu itu ia hidup di sekitar negara-negara yang
dapat dihancurkan oleh negara lain yang lebih kuat. Oleh karena itu,
Shang Yang memiliki tujuan dimana negara dengan kekusaan
memiliki tujuan untuk dapat mengatasi segala kekacauan yang timbul
pada saat itu.

Pendapat lain mengenai kekuasaan dari Machiavelli yang
menyatakan bahwa tujuan negara adalah kekuasaan. Definisi Negara
menurut mereka adalah suatu keluarga-keluarga dengan segala
miliknya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang
berdaulat. Pendapatnya juga mengatakan bahwa keluarga adalah asal
dari negara, baik menurut logika maupun dari sejarahnya. Kekuasaan
negara disini membatasi kebebasan bertindak menurut alam. Dasar
masyarakat adalah naluri, sedangkan dasar negara adalah kekuasaan
(Soehino, 1996). Pendapatnya sama dengan Shang Yang yang
mengatakan bawa moral, budaya dan agama akan melemahkan rakyat
dan membuat pemerintahan sulit menjalankan kekuasaannya. Demi
untuk menyelamatkan negaranya, seorang pemimpin atau penguasa
boleh melakukan hal licik dan apabila diperlukan ia boleh memungkiri
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Pengertian Wilayah

Pengertian wilayah negara dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara. Pasal tersebut merinci definisi wilayah negara atau wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai salah satu unsur
negara yang terdiri dari kesatuan wilayah daratan, perairan
pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial beserta dasar laut dan
tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Selain itu, wilayah
juga mencakup seluruh sumber kekayaan yang terdapat di dalamnya
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Wilayah Negara, 2008).

Wilayah memegang peranan penting bagi suatu negara. Tanpa
adanya wilayah dengan batas-batas yang jelas, kedaulatan dan
eksistensi suatu negara akan terancam. Wilayah negara berfungsi
sebagai tempat tinggal bagi rakyat dan sebagai tempat pemerintah
menjalankan tugas pemerintahannya. Selain itu, wilayah juga menjadi
simbol kedaulatan dan integritas kewilayahan suatu negara.

Penetapan batas wilayah negara menjadi hal yang sangat penting
untuk mencegah penyalahgunaan kedaulatan, kekuasaan, dan
wewenang oleh suatu negara.

Pengertian Negara
Negara adalah entitas tertinggi yang memiliki wewenang untuk
mengatur urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas

Mohamad Khoirul Muanam




Negara Hukum

Selain itu, Pasal 33 dan 34 UUD 1945 menegaskan bahwa negara
aktif dan bertanggung jawab terhadap perekonomian dan
kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip negara hukum Indonesia
melibatkan norma hukum berdasarkan Pancasila sebagai hukum
dasar nasional, sistem konstitusional, kedaulatan rakyat,
perlindungan hak asasi manusia, dan kewajiban dasar manusia.

Konsep negara hukum Pancasila Indonesia memiliki unsur-unsur
utama yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Menurut Padmo
Wahyono, unsur-unsur tersebut mencakup hukum yang bersumber
pada Pancasila, negara berdasarkan hukum, pemerintahan
konstitusional, dan kehakiman yang merdeka.

Kesimpulan

Negara adalah entitas tertinggi yang memiliki wewenang untuk
mengatur urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat
secara umum, sambil memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan
kesejahteraan, melindungi, dan mendidik penduduk. Konsep negara
hukum menekankan bahwa penggunaan kekuasaan oleh lembaga-
lembaga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan
melibatkan prosedur yang diatur oleh hukum tersebut. Dalam negara
hukum, tujuan dari suatu kasus adalah mencapai kebenaran, dan
setiap pihak memiliki hak untuk pembelaan atau bantuan hukum.
Berbagai tipe negara hukum melibatkan konsep seperti negara polisi,
negara hukum formal, dan negara hukum materiil (negara
kesejahteraan). Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945,
dinyatakan sebagai Negara Hukum (Asshiddiqie, 2020).
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Konsep Kerja Sama Antar Negara

Kerja sama antar negara adalah proses di mana dua atau lebih negara
bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama atau mengatasi
masalah bersama. Definisi ini mencakup berbagai bidang, termasuk
politik, ekonomi, keamanan, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan
banyak lagi. Kerja sama antar negara melibatkan interaksi dan
koordinasi antara pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-
pemerintah, dan sektor swasta (Wenzen, 2019). Tujuan kerja sama
antar negara bisa bermacam-macam, mulai dari mempromosikan
perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan perdagangan dan
investasi internasional, mengatasi perubahan iklim, hingga
menghadapi ancaman terorisme atau pandemi global (Tambaritji,
2019).

Kerja sama antar negara sering kali didasari oleh saling
pengertian, kepentingan bersama, atau tuntutan untuk mengatasi
masalah yang sulit diselesaikan oleh satu negara secara sendirian. Hal
ini dapat menghasilkan kesepakatan bilateral atau multilateral dalam
bentuk perjanjian, traktat, perjanjian dagang, atau berbagai jenis
kerangka kerja koordinasi. Selain itu, kerja sama antar negara juga
dapat melibatkan pertukaran informasi, sumber daya, teknologi,
bantuan pembangunan, atau partisipasi dalam misi internasional
(Yanuarti et al., 2020).
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